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SETTING PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Subyek penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Luas wilayah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 47
tahun 1982 adalah 826,60 km? yang secara geografis terletak diantara 7°18°35” sampai
dengan 7°47°30” lintang selatan dan antara 112°20°13” sampai dengan 112°40°57” bujur
timur. Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya
berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya yaitu Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
dan Kabupaten Gresik, Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan,

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang, Sebelah Barat : Kabup'aten Jombang.

Selain itu, wilayah Kabupaten Mojokerto tersebar mengitari wilayah Kota Mojokerto yang
terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto. Kondisi topografi yang berada di
Kabupaten Mojokerto berada di tengah dan mempunyai ketinggian di bagian selatan dan utara.
Pada bagian selatan Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah pegunungan yang subur, daerah
tersebut adalah Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Pada wilayah yang mempunyai
dataran datar berada pada daerah tengah yaitu wilayah Kabupaten Mojokerto, dan untuk daerah

perbukitan kapur yang kurang subur berada pada bagian utara wilayah Kabupaten Mojokerto.
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Tabel. Data Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

No. | Kecamatan No. | Kecamatan

1. Kecamatan Dlanggu 8. Kecamatan Mojosari
2. Kecamatan Gedeg 9. Kecamatan Ngoro

3. Kecamatan Gondang 10. | Kecamatan Pacet

4, Kecamatan Jatirejo 11. | Kecamatan Pungging
5. Kecamatan Kemlagi 12. | Kecamatan Puri

6. Kecamatan Kutorejo 13. | Kecamatan Sooko

7. Kecamatan Mojoanyar 14. | Kecamatan Trawas

Sumber : Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Gambar Tabel Penggunaan Lahan di Kabupaten Mojokerto.

Jenis Penggunaan Lahan Luas Lahan
Permukiman 132,440
Pertanian 371,010
Hutan 289,480
Perkebunan 170,000
Rawa/Waduk 0,490
Lahan Kritis 0,200
Padang Rumput 1,590
Semak/Alang-alang 0,720

Sumber : Mojokerto dalam angka Tahun 2010
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Di Jawa Timur pengelolaan hutan rakyat umumnya berupa agroforestry atau

tumpang sari dan tanaman kayu-kayuan dengan jenis tanaman yang beragam. Bahkan

dilapangan ada yang menanam dengan sistem polikultur dan multistratum. Pada sistem

polikultur, petani menanam berbagai jenis tanaman kayu pada suatu hamparan. Meskipun

dilapangan sebagian besar petani mengusahakan budidaya hutan rakyat secara agroforestry
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akan tetapi analisa finansial pengusahaan hasil hutan pada penelitian ini hanya dibatasi
pada pola monokultur. *

Hal ini disebabkan terlalu beragamnya tanaman semusim yang ditumpangsari
dengan tanaman kayu serta perbedaan waktu panen menyulitkan untuk menghitung
analisisnya. Analisis finansial hutan rakyat sangat penting dilakukan untuk mengetahui
kelayakan pengusahaannya melalui perhitungan Kkriteria investasi. Instrumen ini akan
membantu pengembang hutan rakyat (petani) untuk memilih komposisi.

Pada masa itu perolehan devisa dari industri perkayuan mencapai US$ 6 miliar
hingga US$ 7 miliar. Akan tetapi kerusakan hutan alam yang parah karena over eksploitasi
industri kayu menyebabkan pemerintah menetapkan kebijakan “Soft Landing” sejak tahun
2003. Pokok isinya kebijakan ini adalah mengurangi peran hutan alam sebagai pemasok
kayu untuk industri perkayuan, seperti pulp/kertas, kayu lapis dan industri kayu
pertukangan lain untuk menjamin keberadaan dan kelestarian hutan alam. Implikasi
kebijakan ini menyebabkan penurunan ekspor produk perkayuan, perolehan devisa, pajak,
kesempatan kerja dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dari subsektor barang dari kayu
dan hasil hutan lainnya.

Pada tahun 2011 industri barang kayu dan hasil hutan mulai menunjukan tanda-
tanda  kebangkitan  setelah  beberapa  tahun  terakhir  terus  mengalami
penurunan.®Kementerian Perindustrian mencatat industri ini tumbuh sebesar 3,01%
dibandingkan periode yang sama tahun 2010 karena permintaan yang meningkat dan harga
komoditas kayu dunia yang sedang tinggi. Pertumbuhan industri sendiri dilihat secara

menyeluruh seperti jumlah industri, volume produksi dan ekspor. Pertumbuhan ini

! Arifin Arief, Hutan dan Kehutanan (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 36
2 Indriyanto, Ekologi Hutan (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), 90
® Azahari Samlawi, Etika Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Jakarta: Dikti, 1997) 47
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didorong oleh berkembangnya hutan tanaman rakyat di berbagai daerah terutama di Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang menjadi sentra pemasok bahan baku kayu
rakyat.

Disamping itu industri kehutanan yang memanfaatkan bahan baku rakyat semakin
mendapatkan tempat di pasar internasional. Reaksi pasar internasional ini didukung dengan
adanya issu dan gerakan anti illegal logging yang dinilai telah menghancurkan hutan
tropis.” Ditinjau dari segi lokasi industri di Jawa Timur, total IPHHK terbanyak berada
pada Kabupaten Lumajang, Gresik dan Jombang. Untuk industri dengan kapasitas diatas
6.000 m3/th paling banyak berada di Kabupaten Lumajang, Surabaya dan Gresik.

2. Keadaan Sosial Masyarakat di Kabupaten Mojokerto

Budaya merupakan konsep penting dalam kehidupan masyarakat yang secara
sederhana diartikan sebagai suatu cara hidup dalam suatu masyarakat karena budaya
mengandung segenap norma-norma sosial yang mengandung kebiasaan hidup, adat-istiadat
atau kebiasaan yang berisi tradisi hidup bersama yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari
dan bersifat secara turun-temurun. Sedangkan fungsi budaya tersebut untuk mengatur agar
manusia dapat memahami masyarakat dalam bertingkah laku dan berbuat untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat.”
a. Keadaan Sosial Pendidikan

Peran pendidikan sangat penting dalam kehidupan serta untuk berkomunikasi
dengan lingkungan, karena dengan pendidikan manusia dapat diketahui kualitas serta mutu

dalam diri seseorang. Dengan pendidikan pula manusia akan mudah mencari pengetahuan

* Indriyanto, Ekologi Hutan (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), 59
® Koencaraningrat, Manusia dan Keudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan,2004), 40
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dan pengalaman dalam menjalani kehidupan.® Dari pengalaman manusia mendapat
informasi dan keterangan serta membantu dalam proses komunikasi baik dalam bentuk
formal maupun informal. Pendidikan juga dapat menunjang kemajuan dan mengubah serta
mempengaruhi tingkah laku manusia. Dalam arti yang khusus, pendidikan bagi seseorang

mampu mengangkat derajat serta status sosial seseorang.

Bagi orang yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung lebih dihormati dan
mendapat pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Maka muncul istilah yang
dinamakan pelapisan (stratifikasi) sosial yang salah satu unsur dasarnya adalah ilmu
pengetahuan (pendidikan).’Faktor paling penting di Kabupaten Mojokerto yang
menghasilkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Di Mojokerto tenaga kerja
banyak yang di dominasi lulusan SLTA. Berdasarkan dari Tabel Ketenaga Kerjaan
Kabupaten Mojokerto, tercatat sebanyak 6.603 jiwa dari lulusan SLTA langsung menjadi

tenaga kerja pada sektor lapangan industri pengolahan serta, pada perdagangan dan jasa.?

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Kabupaten Mojokerto Pada Tahun 2010

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Tamat Sekolah Dasar 74.241
2 Tamat SMP sederajat 15.523
3 Tamat SMA sederajat 25.869

Sumber : Mojokerto dalam Angka tahun 2010
Mayoritas penduduknya sudah melewati tingkat pendidikan dasar. Hal ini

dikarenakan jumlah penduduk Mojokerto meningkat dan juga meningkatnya partisipasi

® Kama Abdul Hakam, Pendidikan Nilay Value (Bandung:Press, 2002) ,55
" Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press 1999) cet VII, 206
& Kama Abdul Hakam, Pendidikan Nilay Value (Bandung:Press, 2002) ,57
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pendidikan. Seiring meningkatnya sumber daya manusia, penduduk di Mojokerto di
berikan kesempatan untuk menempuh pendidikan, terutama untuk penduduk usia 7-24

tahun.

b. Keadaan Sosial Budaya

Budaya merupakan konsep penting dalam kehidupan masyarakat yang secara
sederhana diartikan sebagai suatu cara hidup dalam suatu masyarakat karena budaya
mengandung segenap norma-norma sosial yang mengandung kebiasaan hidup, adat-istiadat
atau kebiasaan (folkways) yang berisi tradisi hidup bersama yang dipakai dalam kehidupan
sehari-hari dan bersifat secara turun-temurun. Sedangkan fungsi budaya tersebut untuk
mengatur agar manusia dapat memahami masyarakat dalam bertingkah laku dan berbuat
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat. °

Secara sederhana sosial budaya pada kehidupan masyarakat Kabupaten Mojokerto
menunjukan bentuk dan corak kehidupan yang mencerminkan budaya islami, salah satu
ciri yang menguatkannya adalah mayoritas masyarakat wanita yang sadar terhadap pakaian
islami dengan memakai jilbab baik tua maupun muda saat keluar rumah dan laki-laki
sering menggunakan sarung setiap menghadiri acara.

Masyarakat di Daerah Mojokerto juga dikenal memiliki adat-istiadat atau tradisi
keislaman yang kuat. Selain kegiatan rutinan tiap minggu, ada beberapa adat atau tradisi

keagamaan yang berjalan secara rutin yang dilakukan setiap tahunnya Antara lain:

1) Hari besar keagamaam Maulid Nabi Muhammad SAW

° Noor Arifin, llmu Sosial Dasar (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 26
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Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (muludan), biasanya
dilaksanakan di antar musolah dan masjid. Disana masyarakat sangat antusias
untuk mengikuti acara tersebut karena dengan acara tersebut masyarakat saling

membaur jadi satu.™

Adat Kematian

Pada saat anggota masyarakat ada yang meninggal dunia maka seluruh
warga berduyun-duyun datang untuk bertakziah dengan membawa beras dan
sembako yang lainnya seikhlasnya guna meringankan beban orang-orang yang
ditinggalkannya. Setelah itu proses pemakaman dilakukan sesuai agama orang
yang meninggal. Pada malam harinya diadakan do’a bersama pada hari pertama
sampai hari ketujuh berturut-turut dan biasanya juga di bacakan al-quran jadi ada
dua kelompok yang pertama kelompok tahlil yang kedua kelompok mengaji Al-
Quran. Kemudian diadakan selamatan lagi pada hari ke empat puluh, seratus

harinya, satu tahun, hingga seribu harinya.

3) Upacara Adat

Upacara ruwah desa di sana selain mengadakan bancaan untuk keselamatan

desa, kecamatan atau kabupaten sekaligus, warga di sana juga menampilkan

hiburan campur sari hiburan tersebut semata-mata untuk menghibur warga disana.

c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Perkembangan wilayah Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari dinamika ekonomi

secara makro yaitu dinamika ekonomi kabupaten. Dinamika ekonomi wilayah Kabupaten

dapat dilihat dari perkembangan kontribusi dan pertumbuhan Produk Domestik Regional

19 \Wawancara dengan bapak Khasan, Rabu 04 Januari 2016 pukul 17.00 wib
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Bruto (PDRB).!' Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto daritahun ke tahun
menunjukan pertumbuhan yang cukup signifikan. Ditinjau dari struktur perekonomian
yang ada, pemasukan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto datang dari sektor
industri yakni sebesar 33,24 % dari total nilai PDRB Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan

RT RW Kabupaten Mojokerto tahun 2007 ).

Gambar Tabel PDRB Kabupaten Mojokerto

PDRB Kabupaten Mojokerto Nilai

Pertanian 1,946,123.72
Pertambangan & Penggalian 147,93352
Industri Pengolahan 3,200,358.12
Listrik, Gas, & Air Bersih 101,618.63
Bangunan Konstruksi 268,457.01
Perdagangan, Hotel & Restaurant 2,396,390.62
Pengangkutan & Komunikasi 403,227.92
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 386,570.68
Jasa-jasa 777,362.65

TOTAL 9,628,542.87

Sumber : Mojokerto dalam angka Tahun 2010

Berdasarkan PDRB Kabupaten Mojokerto tahun 2006 di atas dapat diketahui

bahwa sektor industri merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar pada

PDRB Kabupaten Mojokerto.*

| Made Wiratha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: Andi Publisher, 2007), 215

2 Dwi Pratiwi Kurniawati, “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi Studi Pada Badan

Pemberdayaan Kabupaten Mojokerto”, jurnal Indonesia (Malang, 2005) 19
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Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri.

@ Sumber: PDRB

Kabupaten Mojokerto

- . dalam Angka Tahun
| ‘ i “ . ‘ , 2007
| MANRRNRRT Iul | IIEI . II@- RRRE Dapat terlihat

bahwa  sumbangan
terbesar sub sektor disektor industry pada tahun 2006 adalah sub sektor industri alat angkut mesin
sebesar 21,85 kemudian sub sektor industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar
14,76.Industri logam dasar sebesar 6,69. Sementara itu, sub sektor industri barang lainnya
mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2006 sampai tahun 2009 yakni sebesar
10,78 pada tahun 2006, 9,43 pada tahun 2007, 7,26 pada tahun 2008 dan5,22 pada tahun
2009. Untuk industri ringan, sub sektor industri terbesar terdapatpada industri pupuk, kimia
dan barang karet lainnya yakni sebesar 14,76.

Pertumbuhan ekonomi yang divisualisasikan oleh nilai PDRB di Kabupaten
Mojokerto tidak serta merta menggambarkan adanya peningkatan nilai PDRB dimasing-
masing sektor yang berada pada tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Sektor-sektor
yang mempunyai nilai yang memiliki nilai tinggi di tiap Kecamatan adalahs ektor yang
mencerminkan potensi utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

wilayah tersebut.

3. Kebijakan Pemerintah Tentang Penebangan Kayu Rakyat dan Tata Usaha Kayu
Rakyat
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Hutan hak/rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas
tanah atau hutan yang tumbuh pada tanah yang bukan kawasan hutan serta pemilikannya
jelas.® Pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakya oleh pemilik hak/rakyat apabila
dilakukan secara benar dan baik, serta memperhatikan keadaan lingkungan bukan
merupakan suatu ancaman terhadap ekosistem atau kelestarian alam, maka seyogyanya
pemerintah tidak mempersulit dalam setiap pengurusan administrasi atau pengurusan
lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat.

Jika memungkinkan pemerintah harus membantu agar perkembangan
pembangunan hutan rakyat makin cepat sebagaimana diamanatkan pasal 17 ayat (3) PP
No. 35 tahun 2002. Dengan demikian pemerintah berkewajiban memberikan insentif
kepada pemilik lahan yang digunakan untuk hutan paling tidak senilai fungsi clean
development yang diakibatkan pembangunan hutan itu setiap tahun. Disamping
mempermudahproses administrasi pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat, pemerintah
juga memberikan pengarahan secara teknis atau memberikan penyuluhan agar lahan
hak/milik yang tidak produktif dapat ditanami pepohonan. Pasal 15, ayat (2), Peraturan
Menteri Kehutanan No P.26/2005 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak/rakyat yang
berfungsi produksi dapat berupa : a. Pemanfaatan hasil hutan kayu, b. Pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu, c. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Kemudian, pada pasal 16 dinyatakan bahwa tata cara pemanfaatan hutan hak diatur
dengan peraturan Bupati/Walikota. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Pemerintah

Kabupaten/Kota menetapkan lebih lanjut petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan

13 Ikhsan Arief, “Respon Pelaku Usaha Hutan Rakyat Terhadap Kebijakan Surat Keterangan Asal Usul Kayu”,
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/51265/3/E1liar.pdf/ (7 Januari 2017, 10.00 wib)
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hak dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yangberlaku. Dasar acuan
penatausahaan hasil hutan adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, akan tetapi
dalam SK Menteri Kehutanan tersebut pasal-pasal mengenai penatausahaan hasil hutan di
hutan rakyat belum secara rinci mengatur mengenai prosedur pelaksanaannya. Oleh karena
itu untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat dipandang
perlu untuk dibuatkan suatu acuan atau petunjuk pelaksanaannya.

Petunjuk tersebut dimaksudkan sebagai dasar acuan dalam penertiban pemanfaatan
hasil hutan di hutan rakyat, atau dengan perkataan lain merupakan dasar acuan pelaksanaan
penatausahaan hasil hutan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan aparat pelaksana di
lapangan dalam menyelenggarakan penatausahaan hutan rakyat. Untuk lebih
mengoptimalkan dalam pemanfaatan kayu rakyat oleh masyarakat dan untuk
mempermudah dalam pemberian ijin pemanfaatan hutan rakyat, maka dalam pemanfaatan
kayu rakyat dari hutan rakyat dikelompokan ke dalam dua (2) katagori, yaitu :

a. Pemanfaatan kayu rakyat untuk memenuhi kebutuhan kayu sendiri atau digunakan
sendiri.
b. Pemanfaatan kayu rakyat untuk dikomersilkan atau diperjual belikan.

Untuk katagori kelompok pertama (a), yaitu kayu rakyat untuk keperluan sendiri,
maka dalam pengurusan ijinnya cukup melaporkan kepada Kepala Desa dan tembusannya
kepada UPTD Dinas Kehutanan setempat. Akan tetapi untuk memastikan bahwa kayu
tersebut memang milik rakyat, dan penggunaannya benar-benar untuk memenuhi
kebutuhan sendiri, maka dari pihak aparat baik aparat desa maupun dinas kehutanan
Kabupaten/Kota melalui UPTD harus mengadakan pengecekan ke lapangan. Apabila kayu

rakyat tersebut akan dimanfaatkan untuk tujuan komersil atau diperjual belikan (katagori



53

b), maka dalam pemanfaatan kayu rakyat tersebut perlu diatur lebih lanjut oleh Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi masalah Kehutanan, seperti dalam pembuatan Surat Ijin
Penebangan (SIP), dokumen angkutan, dan lain sebagainya, namun dalam pelaksanaannya
sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah (Kepala Desa, Camat, atau UPTD Dinas
Kehutanan setempat).

Pemilik hutan rakyat tidak dibebani macam-macam surat yang harus diurus apalagi
dengan macam-macam biaya, akan tetapi setiap pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan dari
hutan rakyat (penebangan pohon) harus mempunyai Surat ljin Penebangan (SIP) yang
dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, melalui UPTD Dinas Kehutanan
setempat, adapun dasar pertimbangan permohonan SIP harus melalui UPTD Dinas
Kehutanan Kabupaten/Kota, dengan asumsi bahwa UPTD tersebut merupakan perwakilan
dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang berada di tingkat Kecamatan yang mengetahui
tegakan kayu yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh wilayah
Kabupaten/Kota, selain dari pada itu di dalam upaya untuk menjaga dan atau memastikan
bahwa kayu rakyat yang akan dimanfaatkan tersebut bukan berasal dari kawasan hutan
milik negara.

Seperti yang telah diuraikan di atas, SK Menteri Kehutanan No 126/2003, belum
mengatur secara rinci mengenai penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Misalnya
bagaimana caranya untuk memperoleh Surat ljin Penebangan (SIP), penebangan kayu,
pengangkutan kayu, dan lain sebagainya, untuk itu dalam rangka penertiban pemanfaatan
hasil hutan di hutan rakyat dengan tujuan dikomersilkan atau diperjualbelikan, maka di

pandang perlu untuk dibuatkan Petunjuk Pelaksanaannya atau Prosedur Pemanfaatannya.



